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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

     NKRI merupakan Negara yang luas akan sumber daya alam di setiap 

wilayah tanah air. Kekayaan alam Indonesia memberikan nuansa yang 

berbeda dengan Negara lain. Pemanfaatan sumber daya alam sudah dikelola 

dengan cukup baik. Pengadaan tempat wisata baru berupa permainan edukasi, 

tempat olahraga, serta pengembangan sektor lainnya, sumber kekayaan ini 

akan terus berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun. 

     Terjadi penurunan aktivitas sosial mengakibatkan penurunan penerimaan 

pajak penghasilan negara berkurang dan kondisi ekonomi mulai menurun. 

Beberapa ahli mengkhawatirkan keterlambatan pertumbuhan ekonomi 

berpotensi lemah pada sektor perpajakan Negara. 

     Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak, karna itu dengan 

adanya pajak, sebagaian besar kegiatan negara dapat dilaksanakan, disamping 

fungsi penerimaan. Kesadaran serta pemahaman tentang pajak diperlukan 

oleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelenggarakan 

kepentingan negara. Pajak bersifat memaksa, maka wajib pajak harus 

membayar sesuai dengan undang-undang.  

     Pajak sering kali di anggap tidak kurang di untungkan sehingga timbul 

kecendrungan kepada wajib pajak untuk membayar pajak seminimal 

mungkin. Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah kontribusi wajib pajak 

adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar besarnya tujuannya untuk kemakmuran rakyat.  

     Penerimaan terbesar negara salah satu nya besumber dari pajak yang 

merupakan andalan dari pendapatan kas negara dengan adanya penerimaan 

pajak negara dapat meningkatkan pembangunan dengan lancar tanpa 

hambatan. Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan 
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pajak tidak langsung, pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara 

langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai Wajib Pajak dan 

kewajiban membayarnya tidak dapatdialihkan kepada kepada orang lain. 

     Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang di kenakan jika 

terdapat suatu peristiwa atau trangsaksi, yang kewajiban membayarnya dapat 

dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena 

pembebanan pajak tersebut. Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak 

yang dipungut menjadi 5 (lima) jenis pajak, dianataranya Pajak Pertambanhan 

Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan 

bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), dan Bea Meterai. 

     Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak 

langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik 

konsumsi jasa maupun konsumsi barang. PPN merupakan pajak yang di 

kenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses 

produksi. Sehingga nilai tambah sebagai element utama yang digunakan 

sebagai dasar penghitungan PPN. Semua orang pribadi atau badan, dalam 

bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan 

barang, mengekspor, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, 

memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melalui jasa, 

atau memanfaatkan pelayanan jasa kepada para konsumen.Pengusaha yang 

melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah 

pengusaha kena pajak (PKP). 

     Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahaya untuk 

diresmikan sebagai PKP. Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai PKP, kewajiban selanjutnya, yang harus dilakukan oleh pengusaha 

yang bersangkutan, adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan 

melaporkan PPN yang terutang. Dalam pemungutan PPN yang terutang, perlu 

di ketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus dipungut, saat dan tempat 

pajak terutang, faktur pajak, pajak masuk dan keluar, serta mekanisme 

kreditnya.  

     Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik meneliti 

bagaimana alur dan gambaran penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN 
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dengan judul “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV PUTRA PUTRI JOMBANG”. 

1.2. Tujuan Kuliah Kerja Magang 

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) di CV Putra Putri 

2. Untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

di CV Putra Putri  

1.3. Manfaat Kuliah Kerja Magang 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang membacanya ataupun 

yang secara langsung, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :  

1. Manfaat untuk pembaca : 

a. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan 

dengan Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta 

diprolehnya manfaat dari pengalaman penelitian. 

2. Manfaat untuk penulisan 

     Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

mahasiswa di bidang perpajakan dan membandinkan antara teori dan 

materi yang dipelajari pada masa kuliah dengan praktek nyata yang 

terjadi dalam perusahaan dan institusi pemerintah. 

1.4. Tempat Kuliah Kerja Magang 

 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi CV Putra Putri Jombang 
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     Praktik pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di CV Putra Putri 

Jombang di bagian unit keuangan dan khusunya bagian perpajakan. Berikut 

adalah data lembaga tempat pelaksanaan KKM :  

Nama Instansi : CV Putra Putri Jombang 

Alamat  : Perum. Candi Indah Blok G No.4 Candimulyo Jombang 

Telepon   : (0321) 854349 

Email   : cvpapoe@gmail.com 

1.5. Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang 

     Pelaksanaan kegiatan magang ini mengambil waktu selama 32 hari 

terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 

2022. Total waktu kerja magang adalah 288 jam kerja, dengan rincian waktu 

sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 Bagan Jumlah Jam Kerja Magang Di CV Putra Putri 

Hari Jam Kerja 
Jumlah 

Jam Kerja 

Jumlah 

Hari 

Total Jam 

Kerja 

Senin – Jum’at 07:30 – 17:00 9 jam 32 hari 288 jam 

Sabtu - Minggu Libur - - - 

Total 32 hari 288 jam 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM CV PUTRA PUTRI 

2.1. Company Profil 

2.1.1 Sejarah 

     CV Putra Putri berawal dari usaha mencari jawaban atas 

kebutuhan alat peraga pendidikan untuk anak-anak usia dini yaitu 

anak usia 0 – 6 tahun pada awal berdirinya Direktorat PAUD pada 

tahun 2001 yang masih sangat asing di pemangku kepentingan 

dalam hal ini pemerintah apalagi masyarakat awam yang mengenal 

pendidikan paling awal adalah Taman Kanak-Kanak ( TK ) diusia 4 

– 5 tahun.  

     Alat Peraga pendidikan anak usia dini, saat itu masih identik dan 

dipersamakan dengan “mainan anak“ yang bisa di beli di pasar-pasar 

atau toko mainan tanpa melihat unsur keamanan, kenyamanan 

apalagi fungsi dari alat tersebut untuk pengembangan aspek-aspek 

kecerdasan anak yang menjadi tujuan dari pendidikan anak usia dini 

itu sendiri.  

     PT Mentari Massen Toys Indonesia, pabrik mainan anak terbesar 

di Asia Tenggara yang berlokasi di Jombang adalah satu – satunya 

pabrik mainan yang membuka diri untuk memproduksi alat peraga 

pendidikan anak usia dini yang di kenal dengan alat permainan 

edukatif ( APE). 

     Setelah Direktur PAUD Kemdikbud saat itu ( tahun 2003), Dr 

Gutama dan beberapa staffnya mengajak konsultan PAUD Prof. 

Phamela C.Phelps dari Florida untuk berkunjung, berdiskusi dan 

akhirnya menyepakati hal terpenting yaitu PT Mentari Massen Toys 

Indonesia sanggup menjadi pionir dalam pembuatan APE yang 

memenuhi kebutuhan Anak usia Dini di Indonesia.  

     Tahun 2003, dengan 2000 orang karyawannya, PT Mentari mulai 

merintis membuat desain-desain APE untuk anak usia Dini di 

Indonesia di sela-sela order eksport yang sebenarnya sudah sangat 

menyita waktu untuk dikerjakan, dan di tahun itu pula ada 500 
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sekolah PAUD rintisan berhasil di bantu APE produksi PT Mentari 

Massen Toys Indonesia.  

     Dalam perkembangannya PT Mentari Masssen Toys Indonesia, 

mengalami kebangkrutan setelah pemilik dan pemimpinnya 

meninggal dunia karena suatu penyakit pada awal tahun 2005. 

     Sementara kebutuhan akan APE semakin banyak, semakin luas 

dengan semakin kompllek jenisnya, maka beberapa karyawan yang 

di PHK karena bangkrutnya PT MMTI dan sulit untuk mencari 

pekerjaan, berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan tersebut 

dengan modal keyakinan,kesungguhan dan kepercayaan.  

     4 orang mantan karyawan PT MMTI dengan support dari Bapak 

H.M Taufik, SH MH pada 15 Desember 2005, bertekat untuk 

melahirkan perusahaan APE yang bisa memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak usia dini dengan menjamin produk yang aman, 

nyaman dan mempunyai fungsi sesuai tujuan pendidikan dimana 

selalu menyertakan nilai-nilai kebangsaan di setiap barang 

produksinya sebagai salah satu cara untuk melanggengkan nilai-nilai 

nasionalisme yang berbudaya Indonesia.  

     CV Putra Putri di komandani oleh Bapak H.M. Taufik, SH.,MH 

dengan 4 orang pembantu operasional, sekarang telah mempunyai 

80 orang karyawan, 5 tempat produksi binaan, 2 tempat produksi 

induk, 4 gudang penyimpanan barang jadi dan 17 toko atau agen 

resmi yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia. 

2.1.2 Visi dan Misi 

A. Visi 

     Menjadi perusahaan yang peduli terhadap tumbuh kembang 

anak dan unggul dalam pelayanan konsumen berdasarkan 

kekeluargaan, kejujuran dan profesionalisme. 

B. Misi 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pelatihan – pelatihan. 
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2. One day service terhadap pelayanan pesanan dan complain 

konsumen. 

3. Inovatif dan kreatif dalam menciptakan APE sesui tahap 

perkembangan yang mapu menstimulasi seluruh aspek 

kecerdasan anak dalam ikut serta mencerdaskan anak usia 

dini. 

4. Melaksanakan progam – progam nyata untuk menciptakan 

budaya kerja, kekeluargaan dan profesionalisme seluruh 

lapisan karyawan. 

5. Peduli terhadap keselamatan, kelestarian, kenyamanan 

lingkungan termasuk lingkungan sosial. 

2.1.3 Legalitas 

A. Pendirian  

CV Putra Putri di dirikan dengan Akte Notaris Wiwik 

Hidayati,SH Nomer 3 tanggal 06 Januari 2006 yang telah 

terdaftar pada Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 01 

Pebruari 2006 dengan Nomor 11 / 2006 / CV. 

B. Perpajakan  

CV Putra Putri juga terdaftar sebagai PKP dengan No 

Pengukuhan PEM239/WPJ.24/KP.0303/2008 dan NPWP 

02.413.583.2-602.000. 

C. Perijinan Pusat maupun daerah, Produksi, Perdagangan maupun 

Pemasaran sebagai terlampir 

2.1.4 Standarisasi dan Sertifikasi 

1. Produk  

SNI 8124 Part 1, 2 dan 3 

2. Management Mutu  

ISO 9001 : 2008 

3. Lingkungan  

ISO 14001 : 2004 Dan ISO 18001 : 2007 

4. TKDN 

2.1.5 Produk 
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     Ada kurang lebih 1000 item produk yang kami punya baik yang 

berbahan baku kayu, MDF, kertas, kain , karet dan sebagainya yang 

bisa memenuhi kebutuhan untuk pendidikan anak usia Dini. 

     BKB Kit untuk BKKBN, SDITK untuk tumbuh Kembang di 

Dinas Kesehatan, APE bantuan bencana Alam, APE Pendidikan 

kesetaraan, Keaksaraan Fungsional dan APE untuk anak 

berkebutuhan khusus, baik untuk lembaga pendidikan Inklusi 

maupun Lembaga Pendidikan Luar Biasa, bantuan hibah luar negeri 

( UNICEF, Plan International dll). 

2.1.6 Rekanan 

1. Bank  

BNI, BRI, Bank Jatim, BCA, Bank Mandiri, Bank Mega. 

2. Tender  

Perusahaan lokal maupun nasional dan konsursium APE 

2.1.7 Pengalaman Kerja 

1. Retail tradisional ( langsung atau lewat toko/ agen ) di daerah. 

2. Retail Modern ( Lazada, Bli Bli.Com). 

3. Rekanan Lokal ( PT Orion, CV Wardana dll). 

4. Rekanan Nasional ( Chateda Toys, Penerbit erlangga ) 

5. Konsursium ( TK, SD ) 

6. ULP Kementerian ( Kemenag, Kemdikbud, Kem.Kes, 

BKKBN). 

7. ULP Propinsi, Kabupaten, Kota ( Prop. Sulawesi Tengah, Prop. 

Nangro Aceh Darussalam, Prop. DKI Jakarta, ULP Kab. 

Pasuruan , ULP Kota Surabaya ). 

8. Eksport ( Swiss, New Zelland). 

9. NGO ( Plan International, UNICEF). 

10. Lembaga Swadaya Masyarakat ( Dewan Masjid Indonesia). 

11. Program Pemerintah ( PNPM Mandiri) 
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2.2. Struktur Organisasi CV Putra Putri 

DIREKTUR 

 

WAKIL DIREKTUR 

 

 

 

Manag. 

Marketing 

Manag. 

Keuangan 

Administrasi 

Manag. 

Pengadaan 

Barang 

Manag. 

Produksi 

Ka. 

Kantor 

Ka. 

Gudang 

      

      

1. Adm. 

Marketing 

2. Sales 

3. Distribusi/ 

Pengiriman 

1. Adm. 

Pelaporan 

2. Perpajakan 

3. Keuangan 

1. Kasir 

Kecil 

2. Adm. 

Pengadaan 

1. Ka. Proses  

Dasar 

2. Ka. Proses 

Pembentukan 

3. Ka. Finishing 

4. Ka. Gudang 

Produksi 

5. Administrasi 

1. Adm.  

Gudang 

2. Gudang  

Umum 

 

Susunan Organisasi Pengurus Perusahaan Cv Putra Putri Jombang 

1. Direktur    : H. M. Taufik, SH., MH  

2. Wakil Direktur   : Siswati 

3. Manager Marketing   : Siswati 

4. Admin Marketing   : Andri Indahrini  

5. Sales     : Sri Endah Syarifah 

6. Distribusi    : Khoirul Hamzah 

7. Manager Keuangan   : Sunarsih 

8. Admin Pelaporan   : Sunarsih, Imroatus Solihah  

9. Manager Pengadaan   : Tutik Ermawati  

10. Manager Produksi   : Satrio Utomo 

11. Ka. Kantor    : Siswati, SH., MH 

12. Ka. Gudang    : Erik Ibrahim 
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13. Admin Gudang   : Lilik Hendrayani    

2.3 Kegiatan Umum CV Putra Putri 

     CV. Putra Putri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang manufaktur mainan edukasi untuk anak-anak yang berlokasi di 

Jombang. Berikut beberapa contoh mainan yang diproduksi : 

Tabel 2. 1 Contoh Produk Yang Diproduksi CV Putra Putri 

Nama Barang Gambar 

Alat Main 

Pertukangan Paud 

 

 

Balok Susun Paud Seri 

120-140 (120 Pcs) 

Kayu 

 

 

Puzzle Paud (Kayu) 

 

Kostum Profesi 
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Set Bermain 

Peran/Panggung 

Boneka Paud 

 

 

     Kantor Pusat bertempat di Perumahan Candi Indah Blok G No. 4 

Candimulyo Jombang. CV Putra Putri termasuk jenis UMKM Usaha 

Menengah dengan total asset yang dimiliki kurang lebih 500 juta – 1M dan 

total omzet kurang lebih 1M sampai 4M dalam satu tahun.  

     CV Putra Putri memasarkan produknya di beberapa market place seperti 

blibli, siplah, e-katalog dan LPSE. Selain itu juga sering mengikuti pameran 

diberbagai daerah untuk mengenalkan produk mereka dan agar mendapatkan 

rekanan kerja yang lebih luas lagi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG 

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang 

     Pelaksanaan kegiatan magang ini mengambil waktu selama 32 hari 

terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 

2022. Total waktu kerja magang adalah 288 jam kerja. Praktik pelaksanaan 

Kuliah Kerja Magang (KKM) di CV Putra Putri Jombang dimulai pada hari 

Senin – Jum’at jam 07:30 WIB sampai 17:00 WIB. Penulis ditempatkan di 

bagian unit keuangan dan khusunya bagian perpajakan.  

     Selain itu selama kurang lebih satu bulan melakukan kegiatan magang, 

penulis juga mengerjakan pekerjaan dibidang lain seperti memasukkan stok 

barang yang ada di showroom dan gudang yang diambil dari aplikasi, 

membuat boneka jari, mengarsip beberapa dokumen, menghitung gaji 

pegawai pabrik setiap minggu, mengambil cheklock dan menghitung jam 

kerja pegawai kantor diakhir bulan, membantu bagian lain untuk foto copy 

dan scan dokumen, menyiapkan tagihan pembayaran, memasukkan data 

pegawai, dan merubah data pegawai di BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan dari website https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id dan 

https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id, selalu mengecek email setiap hari, 

menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proyek di website https://e-

katalog.lkpp.go.id.  

3.2 Hasil Pengamatan Di CV Putra Putri 

     Selama melakukan Kerja Kuliah Magang (KKM) yang merasa bahwa 

lingkungan kerja di CV Putra Putri baik, karena seluruh pegawai rata – rata 

sudah berumur kepala tiga bahkan ada yang sudah kepala lima. Sehingga 

penulis merasa sangat dibimbing dan diterima dengan baik. Para pegawai 

tidak pelit ilmu dan pengalaman yang sudah mereka punya, akan tetapi 

mungkin karena faktor usia dan kurangnya kejelasan jobdesk meskipun sudah 

dibagi pada masing – masing bagian, terkadang masih banyak terjadi 

ketidaksadaran tugas utama mereka pada masing – masing bagian. Sehingga 

terkadang merugikan beberapa teman kerja yang harus menyelesaikan tugas 

yang sebenarnya bukan kewajiban mereka. Adapun kekurangan lainnya yaitu 

https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/
https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/
https://e-katalog.lkpp.go.id/
https://e-katalog.lkpp.go.id/
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untuk bagian perpajakan. Yang pertama laptop yang kurang memadai karena 

untuk install aplikasi e-faktur sekarang minimal harus windows 10, untuk 

laptop sekarang yang digunakan memang windows 10 tetapi laptop terkadang 

masih lemot saat dioperasikan. Yang kedua bagian ini kurang paham tentang 

masalah pajak karena dalam menjalankan tugas selama ini hanya dari 

pemahaman yang diberikan oleh pegawai lain yang sebelumnya memegang 

pajak dan belajar otodidak dari youtube, internet, buku dan konsultasi ke 

helpdesk KPP terdekat.  

3.3 Landasan Teori 

3.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

     Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua 

komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut 

Agustinus dan Kurniawan (2011:15), Pajak Keluaran adalah Pajak 

Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipunggut oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, 

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, 

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa 

Kena Pajak. Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 

mengatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai 

yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena 

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Penerimaan Jasa Kena Pajak 

dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 

daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 

3.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

     Menurut Waluyo (2011:11), Pajak Pertambahan Nilai 

mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik yang 

dikenal dengan legal character : 

1. PPN sebagai pajak objektif 

2. PPN sebeagai pajak tidak langsung (indirect tax) 

3. Pemungutan PPN multistage tax 

4. PPN dipunggut dengan alat bukti Faktur Pajak 

5. PPN bersifat netral (Neutral) 
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6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda 

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas 

konsumsi dalam negeri. 

3.3.3 Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 

1. Mencegah terjadinya pemunggutan pajak berganda 

2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri 

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Modal 

dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan 

tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode 

pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method) 

4. Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) mendapat predikat sebagai “money marker” karena 

konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani 

oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk 

memunggutnya. 

3.3.4 Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :  

1. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan 

Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak 

maupun dipihak wajib pajak 

2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat 

kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang 

dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan 

konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini 

timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak 

objektif 

3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan 

ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan 

yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar 
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oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu 

melalui prosedur administrasi fiskus. 

3.3.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut Waluyo (2011:16), Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas 

: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha 

2. Impor Barang Kena Pajak 

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha 

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 

Pabean di dalam daerah Pabean 

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean didalam 

Daerah Pabean 

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak 

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha 

Kena Pajak. 

3.3.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

     Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:8), Subjek Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak. 

3.3.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP), untuk mencari DPP ialah : 

• Jika harga barang sudah include pajak 

 

• Jika harga barang belum include pajak, DPP adalah harga 

barang . 

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif PPN adalah sebesar 

10% lalu ada perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan 

DPP = Harga Barang / 1,11 
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Republik Indonesia No. 62/PMK.03/2022 pasal 7, tarif PPN 

adalah sebesar 11 % (sebelas persen) yang mulai berlaku pada 

tanggal 1 April 2022. Sehingga untuk mencari PPN ialah : 

 

3.3.8 Prosedur atau Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Yang ditunjuk pemungut 

PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK. 

03/2012 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 

memunggut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan cara mengalikan 

jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau notai 

lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1. 

Pajak terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipunggut 

oleh Pengusaha Kena Pajak. 

3.3.9 Faktur Pajak 

1. Pembuatan Faktur Pajak 

Faktur Pajak harus dibuat pada:  

• Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak 

• Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan 

pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak 

• Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal 

penyerahan sebagian tahap pekerjaan 

• Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan tersendiri. 

2. Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak 

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

PPN = DPP x 11% 
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• Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan 

tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP 

• Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri 

Faktur Pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak 

• Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan 

dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam 

hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain 

keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas. 

Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak 

• Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua 

• Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, 

benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan 

dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur 

Pajak cacat 

• Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak 

dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak 

• PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

nama pejabat (dapat lebih dari 1 orang termasuk yang 

diberikan kuasa) yang berhak menandatangani Faktur 

Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala 

KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat 

pejabat yang berhak menandatangani mulai 

menandatangani Faktur Pajak 

• Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang 

pengisiannya sesuai dengan ketentuan pada huruf a di 

atas dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak 

• Atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah 

dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP 

yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat 

Faktur Pajak Pengganti. 
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3. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 

Menurut Yamin (2011:4), Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 

adalah sebagai berikut: 

a) Format kode dan nomor seri faktur pajak 

• 2 (dua) digit pertama adalah kode transaksi 

• 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status 

• 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode cabang 

b) Format nomor seri faktur pajak terdiri dari 10 (sepuluh) 

digit, dengan rincian sebagai berikut :  

• 2 (dua) digit pertama tahun penerbitan 

• 8 (delapan) digit berikutnya adalah nomor urut; 

4. Larangan Membuat Faktur Pajak 

Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. 

5. Sanksi 

PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar 

Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak 

mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur 

Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. 

6. Pajak Keluaran 

Menurut Gustian dan Lubis (2011:101), Pajak Keluaran adalah 

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipunggut oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena 

Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, 

dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 

7. Pajak Masukan  

Menurut Gustian dan Lubis (2011:102), Pajak Masukan adalah 

Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh 

Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau 
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pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean dan/atau 

import Barang Kena Pajak. 

8. Pengkreditan Pajak Masukan  

Menurut Gustian dan Lubis (2011:102), pengkreditan Pajak 

Masukan terdiri atas : 

• Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat 

dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang 

sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN) 

• Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum 

melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak 

Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal 

dapat dikreditkan 

• Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan 

Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) 

• Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih 

besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan 

Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh 

Pengusaha Kena Pajak 

• Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, 

selisihnya merupakan kelebihan pajak yang 

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

3.4   Perhitungan dan Pelaporan PPN 

1. Perhitungan PPN 

Dalam CV Putra Putri berikut ini contoh langkah-langkah perhitungan 

PPN untuk bulan Juli : 

• Siapkan data penjualan pada bulan Juli 2022 (penjualan yang tidak 

memiliki faktur dikategorikan sebagai pajak digunggung) 

• Siapkan data pajak masukan pada bulan Juli 2022 

• Siapkan data pajak keluaran pada bulan Juli 2022 

• Lalu buat perhitungannya seperti ini : 
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Gambar 3. 1 Contoh Perhitungan PPN Manual 

Dari contoh perhitungan diatas dapat disimpulkan diketahui : 

• Ada penjualan dari Dinas Pendidikan Tanah Laut dengan total 

penjualan Rp. 160.000.000,- dengan faktur kode 2 

• Lalu ada penjualan yang tidak ada faktur nya disebut dengan 

pajak digunggung sejumlah Rp. 4.761.364,- 

• Untuk PPN yang dihitung hanya berdasarkan dari pajak yang 

mempunyai faktur dengan kode 1 dan pajak digunggung, karena 

untuk faktur pajak kode 2 PPN harus dibayarkan dari Dinas dan 

pembayaran ke kita dikurangi sejumlah pemotongan PPN dan 

PPh 22. 

• Dan disitu ada pajak masukan sejumlah Rp. 327.280,-. Pajak 

masukan berguna untuk mengurangi PPN yang seharusnya kita 

bayara kan. Sehingga pada contoh perhitungan diatas dapat 

disimpulkan CV Putra Putri hanya membayar PPN sejumlah Rp. 

196,470,- 

2. Pelaporan PPN 

Dalam CV Putra Putri berikut ini contoh langkah-langkah pelaporan PPN 

untuk bulan Juli 2022 : 

• Siapkan laptop , dan buka aplikasi e-faktur 

• Masukkan username dan password  
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Gambar 3. 2 Tampilan beranda E-faktur 

• Upload pajak masukan  

 

Gambar 3. 3 Tampilan Rekam Faktur Pajak Masukan 

• Klik Posting 

 

Gambar 3. 4 Tampilan Posting Dokumen Bulan Juli 2022 

• Pilih buat SPT, buka SPT 

• Setelah itu pilih SPT bulan Juli 2022 

• Klik buka SPT untuk diubah, lalu isi semua data yang kosong 

terutama omzet bulan juli atau pajak yang digunggung jika ada, 
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karena untuk omzet yang telah memiliki faktur akan otomatis 

tercatat pada aplikasi 

 

Gambar 3. 5 Tampilan Buat SPT 

• Setelah itu masukkan NTPN yang terdapat pada bukti bayar 

 

Gambar 3. 6 Contoh Nomor NTPN 

• Lalu klik selesai 

• Setelah itu download semua data mulai dari data induk sampai 

data lampiran 

• Lalu buka web-efaktur 

 

Gambar 3. 7 Tampilan Login di Web E-Faktur 
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• Masukkan password  

• Lalu pilih administrasi SPT, klik Monitoring SPT 

 

Gambar 3. 8 Tampilan beranda Web E-Faktur 

• Lalu Pilih Tahun Pajak dan Posting SPT 

 

Gambar 3. 9 Tampilan Monitoring SPT untuk posting SPT 

• Setelah itu isi setiap form yang kosong seperti mengisi pada 

aplikasi e-faktur 

• Lalu klik lapor 

• Terakhir download BPE 

 

Gambar 3. 10 Contoh Bukti Penerimaan Elektronik 
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3.5 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi 

     Atas masalah yang sudah penulis jelaskan di atas ada beberapa solusi 

untuk pemecahan masalah diatas yaitu : 

1. Melakukan pembagian jobsdesk ulang yang ditulis dan disampaikan 

dengan jelas agar para pegawai lebih tertib pada tugas masing – masing. 

Akan tetapi juga diberi penjelasan bahwa jika ada pekerjaan pada bagian 

lainnya yang harus mendadak diselesaikan maka semua bagian juga harus 

membantu sesuai kemampuan masing – masing, karena semua ini 

dilakukan juga untuk kepentingan perusahaan agar berjalan dengan baik. 

Pembagian jobdesk ulang ini bisa disampaikan pada saat rapat tahunan 

yang diselenggarakan setiap tahun, karena pasti ada beberapa peraturan 

baru yang dihasilkan dari rapat tersebut sehingga untuk pembagian 

jobdesk ini tidak terlalu membuat tersinggung antar para pegawai 

dikemudian hari. 

2. Untuk masalah laptop, salah satu usulan yaitu membeli laptop baru yang 

spesifikasinya sudah standart yang dibutuhkan beberapa aplikasi pajak 

meskipun kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang lumayan 

besar. 

3. Untuk masalah pemahaman perpajakan untuk pegawai, seharusnya 

pegawai saat ini yang bekerja dibagian pajak di beri kelonggaran waktu 

dan biaya untuk mengikuti kursus pajak seperti brevet pajak untuk 

menambah pengetahuan dalam mengerjakan pajak. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang 

memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan 

produsen. Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini adalah UndangUndang 

Dasar No. 42 tahun 2009 dan ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 62/PMK.03/2022 pasal 7, tarif PPN adalah 

sebesar 11 % (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 

2022 . Dalam Undang-Undang tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan 

dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenakan PPN, tarif PPN, 

bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan, dan lain sebagainya. Cara 

menghitung PPN Tarif PPN x DPP (11% x DPP). 

2. Untuk melaporkan SPT Masa PPN Online di DJP Online Tentunya anda 

sebagai PKP sudah memiliki aplikasi e-faktur. Sesuai persyaratan di atas 

bahwa file csv tidak boleh diubah namanya, biasanya format nama file 

CSV hasil e-faktur. Apabila file CSV dan PDF yang anda miliki sudah 

sesuai format dan persyaratan. Jika sudah memulai lapor SPT Masa PPN 

di djponline.pajak.go.id 

4.2 Saran 

Sehubung kesimpulan diatas, maka saran yang akan diberikan adalah dalam 

hal Perhitungan dan Pelaporan Kanor Konsultan Pajak Asmadi Kota Jambi 

diharapkan kedepannya dapat melakukan dengan baik dan mempertahankan 

kinerja prestasi yang telah diraih. 

4.3 Refleksi Diri 

     Program Kerja Kuliah Magang adalah suatu kegiatan yang bertujuan 

memperkenalkan, membekali, dan memberi pengalaman langsung kepada  

mahasiswa dengan keahlian yang sesuai dengan kondisi dunia kerja yang 

sesungguhnya. Melalui Kuliah Kerja Magang, mahasiswa dapat 

berkesempatan merasakan dunia kerja dan mempraktikan teori yang telah 

dipelajari semasa perkuliahan, sehingga pada saat menyelesaikan magang 

tersebut mahasiswa memperoleh bekal pengetahuan dan pengalaman yang 
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bermanfaat pada saat menyelesaikan studi selama di STIE PGRI Dewantara 

Jombang. 

Dalam melaksanakan magang di CV Putra Putri, Mahasiswa mendapatkan 

beberapa pengalaman, antara lain: 

1. Memperoleh pengalaman kerja dibidang manufaktur mainan edukasi 

untuk anak-anak . 

2. Mengetahui susunan organisasi pada perusahaan. 

3. Mengetahui cara arsip data dengan baik. 

4. Mengetahui cara penghitungan dan pelaporan PPN. 

5. Dapat mengembangkan teori akuntansi dan praktik teori akuntansi. 

     Kunci sukses pada saat melakukan kuliah kerja magang adalah kita harus 

bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan harus bisa menerima 

apabila ada yang memberikan kritik atau saran, dan ilmu yang baru. Setelah 

Kuliah Kerja Magang dilaksanakan, rencana pengembangan diri yang di 

implementasi saat kembali menempuh pendidikan di SIE PGRI Dewantara 

Jombang adalah dengan lebih disiplin, dan menghargai pendapat orang lain, 

serta mampu bekerja sama dengan tim. Apabila nilai-nilai terserbut dapat 

dilaksanakan dengan baik, suatu saat setelah menyelesaikan studi di STIE 

PGRI Dewantara Jombang dan mendapatkan pekerjaan, maka kita akan 

mengerti apa yang harus dilakukan apabila ada masalah di dunia kerja. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Formulir Kegiatan Harian 
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Lampiran 2 Curiculum Vitae 

Curiculum Vitae 

 

Data Pribadi 

Nama : Imroatus Solihah 

Semester : 7 (Tujuh) 

NIM : 1962168 

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 11 Mei 2000 

Alamat Asal : Jl. Teratai No. 11 Rt 002 Rw 007 Candimulyo Jombang 

Status : Pelajar/Mahasiswa 

No. Hp / Telp. : 085609082792 

E – Mail : tutus.iim11@gmail.com  

Pendidikan Akhir : MAN 1 Jombang 

Riwayat Pendidikan 

SD : MI Nidhomiyah (2012) 

SMP : MTsN Denanyar Jombang  (2015) 

SMA : MAN 1 Jombang (2018) 

Perguruan Tinggi : STIE PGRI Dewantara Jombang (2019 - 

sekarang 

Pengalaman Pelatihan 

Kursus Bahasa Inggris di EEC Tahun 2018 

Pelatihan Administrasi Perkantoran di BLK Jombang Tahun 2019 

Pengalaman kerja 

CV Putra Putri bagian Admin Tahun 2019 - sekarang 

Kemampuan 

Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel,Power 

Point) dengan baik dan Mampu mengoperasikan aplikasi E-Faktur. 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Magang 
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Lampiran 4 Form Penilaian Kuliah Kerja Magang 
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Lampiran 5 Contoh Faktur Keluaran 
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Lampiran 6 Contoh Faktur Masukan 
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Lampiran 7 Contoh Billing Pembayaran PPN 
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Lampiran 8 Contoh Bukti Bayar PPN 
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Lampiran 9 Contoh Bukti Penerimaan Eletronik PPN 
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Lampiran 10 Formulir Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan 

 

 

 


